
WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR b TAHUN 2009 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS OINAS (UPTO) 
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA PALEMBANG 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

Menimbang a. bahwa guna memenuhl ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota 
Palembang Nomor9 Tahun 2008 tentang Pembentukani Susunan 
Organis.asi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Palembang seJalan 
dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kola Palembang 
Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan ·Pemerintahan Kola 
Palembang, dlbidang perhubungan, maka untuk mengoptimalkan 
tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan pada tingkat 
operasional serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat d.alam pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor 
dan penetapan kebutuhan fasilltas pengujian kendaraan bermotor, 
perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PenguJian 
Kendaraan Bermotor Kola Palembang; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dlmaksud huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian 
Kendaraan Bermotor Kata Palembang. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lei:nbaran Negara 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nom0r 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah 
dlubah dengan Undc1ng-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Rt Tahun 1999 N0mor 169, Tambahan lembaran Negara 
Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran 
Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3186); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486); 

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun QOOO tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor4048); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor4389); 



• 

Menetapkan 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tamb?han 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagarmana telah diubah kedua 
kall dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pem~rintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara N6mor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Rt Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 :rahun 1993 tentang Prasarana 
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 
63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529): 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tenlang l(endaraan 
dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, 
Tambahan Lembai'an Negara Nomor ~5.30); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4145); 

12. Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerinlah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20.07 tenlang Pedoman 
Organisasl Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor4741); 

14. Peraturan Daerah Pemerinlah Kola Palembang Nomor 9 Tahun 
2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah 
Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 10); 

15. Peraturan Oaerah Pemerintah Kola Palembang Nomor 10 Tahun 
2001 tentang Rerlribusi Pengujlan Kendaraan aermotor (Lembaran 
Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 11): 

16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerinlahan Kata Palembang (lembaran D.aerah Koia 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan. Susunan Organisasl dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 9 
Nomor 2008). 

MEMUTUSKAN ; 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS OINAS (UPTO) 
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA PALEMBANG. 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Walikota irii, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Per:nerintah l(ota adalah Pemerintah Kola Palembang. 
3. Walikola adalah Wallkota Palembang. 



4 . Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang. 
5. Sel<retarfs Oaerah adalah Sek~tari& Daerah Kola Palembang. 
6. Oinas Perhubungan adalah Oinas Perhubungan Kota Palembang. 
7. Kepala Oinas adalah Kepala Dines Perhubungan Kola Palembang. 
8. Kepala Bidang Transportasi Jalai:1 dan· REL adalah Kepala Bidang 

Transportasi Jalan dan REL pada Oines Perhubungan Kola 
Palembang. 

9. Unit Pelaksana Teknis Oinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang 
s~tanjutnya disingkat UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 
Unit Pelaksana Teknis Dinas PenguJian Kendara.an sem,otor yang 
merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas 
Perhubungan. 

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dlnas Pengu)lan Kendaraan 
Bermqt9r yang selanjutnya disiogkat Kepala UPTD adalah Kepala 
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. 

11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sob Bagian pada 
UPTD P~ngujian Kendaraan Bermotor. 

12. Petugas Teknis Operaslonal adalah Petugas Teknis Operasional 
pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. 

13. peng1.1jian Kenda,-aah Bem,otor adalah serangkaian kegialan 
Mengujl dan atau memeriksa bagian-bagjan kendaraan bermotor, 
kereta gandengan. kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam 
rangka pemenuhaliterli.adap persyaratan teknis dan lalk jalan. 

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri 
Slpll yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh 
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan k.egialan yang 
sesuai dengan profesinya datam rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas. 
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BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal2 

Oengan Peraturan in1, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian 
Kendaraan Bermotor Kota Palembang. 

BAB Ill 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal3 

(1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dlpimpln oleh seorang 
Kepafa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas Perhubungan Kola Palembang. 

(2) Dalam kedudukan te~sebut, secara teknis operasional Kepala 
UPTD Pengujlan, Kendaraan Bermotor dibawah p-embinaan Kepala 
Bidang Transportasi Jalan dan Rei. 

Pasal4 

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyal tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan pada tingkat 
operasional yang meliputi pengelolaari. penaaturan, pengamanan, 
penilaian/ pemeriksaan persyaratan teknis dan lalk jalan pelayanan 
jasa pengujian Kendaraan Bermolor dan pemungutan retribusi di 
dalam Pengujian Kendaraan Bermotor 
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Pasal 8 

Unluk rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 4, 
UPTD Pengujian Kendaraan Bem1otor menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyelenggaraan kegiatan l.eknis operasional kegiatan 
pemeriksaan persyaratan teknis dan Lalk jalan kendaraan bermotor 
dan pengujian ki:mdaraan bermotor. · 

b. Pengawasan pelaksanaan pemungulan re1ribusi dan pelaksanaan 
operasional pengujian kendaraan bermotor. 

c. Pemungulan relribusi Pengujian Kendaraan Berrnotor. 
d. Penyusunan statis~k dan melaporkan hasil retribusl Pengujian 

Kendaraan Bermotor. 
e. Pengkoordlnaslan dengan instansi terkait dan unll ke~a lainnya. 
f. Penyarnpaian Jap·oran kegiatan operasional kepada Kepala Dinas 

melalui Sekretaris dan alau Kepala Bidang yang terkail 

BABIV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri 
dari: 
a. Kepala. 
b. Kepala Sub Baglan Tata Usaha. 
c. Petugas Teknis Operasional. 
d. Kelompok Jaoatan F-ungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian 
tldak terpisahkan dari Peraturan lni. 

Bagian Pertama 
Kepala UPTO 

Pasal7 

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan sebagian tugas operasional Dlnas Perflubungan dalam 
pembinaan pelayanan dibidang pemeriksaan dan penelilian lerhadap 
persyaratan teknls dan adminis'trasi serta menetapkan laik jatan 
kendaraan bermotor sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 
ke.tentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 8 

Untuk melaksanakan tugas sebag.aimana dimaksud dalam Pasal 7, 
Kepala UPTD mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja pengujian kendaraan 

berrnotor dan memantau pelaksanaannya. 
b. Pelaksanaan pengujian·berkala kendaraan bermotor. 
c. Pemenuhan persyaratan teknis talk jalan. 
d. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai dengan kewenanganya . 
. e. Pelaksanaan koordinas1 dengan unit kerja dan in•stansi terkait 

lainnya. 
f. Pelaksanaa,, tugas-tugas dlnas yang dib.erikan oleh Kepala Dines. 
g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTO. 
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Baglan Kedua 
Kepala Sub Baglan Tata Usaha 

Pasal9 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha ~bag~lmana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi 
umum dan keuangan. 

Pasal10 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalani Pasal 9, 
Kepala Sub Bagjan Tata Usaha mempunyai fungsi ; 
a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan yang telah ditetapkan sesual dengan bidang lugasnya. 
b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan 

kearsipan. 
c. PengE;1IQlaan admlnfstrasi keuangan dan penyetoran kepada 

bendahara penerima. pada Kantor Dinas Perhubungan Kola 
Palembang. 

d. Pengelolaan adniinistrasi pengujian kendaraan bermotor. 
e. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perfengkapan. 
f. Peiencanaan dana mengajukan kebutuhan buku dan tanda bukti 

lulus u]l serta dokumen lainnya. 
g. Pengajuan rencana dan pemeliharaan rasllilas pengujian kendaraan 

bermotor dan rasilita.s Jainnya. 
h. Perencanaan target penerirnaan retibusi setiap tahun. 
I. Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor. 
j. Pengi:)turan pelaksanaan pemberian pelayanan non leknis lainnya 

kepada pemakal jasa. 
k. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pefaksanaan tugas. 
I. Pelaksanaan·tugas-tugas lain yang diberikan Kepafa UPTD. 

Baglan Ketlga 
Petugas Teknis Operasiona1 

Pae.al11 

Petugas Teknis Operasional sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1} huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengujlan 
kenoaraan bermotor . 

Pas.al 12 

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasat 11, 
tnempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan pemeriksaan adminlstrasl kendaraan bermotor 

sebelum dilakukannya pengujian, yang meliputi surat perrnohonan 
uji, STNK. Tanda bukti lulus uji, izin usaha dan lzln Trayek; 

b. Pelaksanaan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor sebelum 
dilakukannya pengujian, yang mel!putl nomor rangka, landasan, 
mesin kendaraan harus sesuai dengan STNK dan Buku Uji; 

c. Pelaksanaan proses pengujlan kendaraan bermotor; 
d. Pengoperasian alat pengujian kendaraan berrnotor sesuai bidang 

lugasnya. 
e. Pemberian keputusan secara tertulis mengenai lulus atau tidak 

lulus ujl kendaraan yang diuji. 
f. Pelaksanaan penilaian teknis terhadap kendaraan b'ermator atas 

permintaan pemohon yang yang menguasai kendaraan tersebut 
untuk ditiapuskan dari daftar inventaris atau untuk kepertuan lain. 

g. Pelaksanaan memberikan keputusan ~ra tertulis mengenai 
persentase kendaraan yang dinilal. 



h. Pela!<Sanaan pengaturan dan penertlban pengujlan kendaraan 
bermotor. 

I. Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa. pelayanan pengujian 
kendaraan Qermotor. 

j . Pelaksanaan kerjasama dan berkoordlnasi dengan pihak terkail. 
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. 

Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 13 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 6 ayal (1) huruf d, mempunyai lugas melaksanakan 
sebaglan tugas dan fungsi UPT0 Pengujlan Kendaraan Bermotor 
sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam 
jenjang jabatc1n fungsional yang terbagi dalam kelofnpok sesuai 
denQan bidang tugasnya. 

BABV 
TATA KERJA 

Pasaf 14 

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pengujlan Kendaraan Bermotor 
menerapkan prinsip koordinasl, integrasi dan sinkronrsasi baik 
dUingkungan satuan kerjanya maupun dengari instansi lainnya sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 16 

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotpr dalam metaksanakan 
tugasnya didasarka.n pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepata 
Dlnas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasa116 
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(1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib memimpln 
dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan 
bimbingan dan petunjuk bagi pefaksanaan tugas bawahannya dan 
apablla terjadi penyimpangan dapat meng!!mbif tindakan yang 
diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada 
Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.. 
undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Sub Bagian, Petugas Teknis Operasional den Kefompok 
Jaba1an Fi.Jngsional bertanggungjav,ab kepada Kepala UPTD 
Pengujian Kendar:aan Ber:motor. 

BABVl 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 17 

Kepala UPTD, Kepala Sub Ba.gjan Tata Usaha. Petugas Operasional 
dan Kelompek Jabatan Fungsionat pada UPT0 Pengujian Kendaraan 
Bermotor diangkat dan dlberhentikan oleh Walikota berdasarkan usui 
Kepala Dlnas. · 



BAB VII 
PENUTUP 

Pasal18 

Dengan berlakunya Peraturan ini. maka Keputusan Walikola 
Palembang Nomor 84 Tahun 2002 tentang Pembentukan Unit 
Pelaksana Teknis D1nas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor, 
dicabut dan dinyatakan 1idak berlaku. 

Pasal19 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundang_kan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Bertta Daerah Kola 
Palembang. 

OHt~O"Oun d i f t l• m~1ng 
Ooda mgg11t 19 - ( - 200.3 
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I On. H. M.rwan Human. M. SI 
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T AHV.< wo 9 NC,,,1oi1 b 

Ditetapkan di Palembang 
pada langgal I~ ::Ja.nvw-i 2009 

TA ALEMBANG, 
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BAGAN STRUK11JR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKN1S DINAS 
(UPTD) PENGUJIAN KENDAAAAN BERMOTOR KOTA PALEMBANG. 
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LAMPIRAN PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG 

KEPALA UPTD 

PETUGAS TEKNIS 
OPERASIONAL 

NO.MOR : E, TAHUN 2009 
TANGGAL: I~ JANU$.1. 2009 
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DlNAS (UPTD) 

PENGUJ_lAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA PALEMBANG. 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

A PALEMBANG, 

H. EDDY SANTANA PUTRA 


